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Abstrak

Tugas utama dari lembaga keuangan adalah untuk mengumpulkan rekening dari masyarakat
umum dan menyebarkannya kepada orang-orang yang membutuhkan sehingga bagian
dukungan sangat penting. Sebagian besar yayasan keuangan benar-benar memikirkan jenis
pendapatan utama mereka dari kegiatan pembiayaan, jadi untuk mendapatkan perbatasan
yang layak, penting untuk menangani dukungan dengan sukses dan produktif. Organisasi
moneter adalah organisasi yang disibukkan dengan pembiayaan dan berbagai administrasi.
Jadi bisnis utama adalah kepercayaan, sehingga dikatakan juga bahwa bank adalah lembaga
kepercayaan. Sampai saat ini, bisnis merupakan organisasi moneter terbesar dalam
memberikan kontribusi sebagai sumber pembayaran bank yang didapat dari penyaluran
pembiayaan. Istilah dukungan pada dasarnya berarti "Saya menerima" atau saya menaruh
kepercayaan saya. Kata amanah yang mengandung makna amanah mengandung makna
bahwa lembaga keuangan sebagai shahibul mall memberikan kepercayaan kepada seseorang
untuk menyelesaikan perijinan yang diberikan. Uang ini harus digunakan dengan tepat,
wajar, dan harus disertai dengan ikatan dan kondisi yang jelas dan bernilai umum bagi kedua
pemain, baik bank syariah maupun pengunjung.

Kata Kunci: Pembiayaan, Bebas Riba, Jasa.
Abstract

The fundamental undertaking of monetary establishments is to gather accounts from general
society and disseminate them to individuals in need with the goal that the support part is
vital. The greater part of the monetary foundations actually think about their primary kind of
revenue from financing activities, so to get a decent border, it is important to deal with the
support successfully and productively. Monetary organizations are organizations occupied
with financing and different administrations. So the primary business is trust, so it is likewise
said that banks are trust establishments. Up until this point, business is the biggest monetary
organization in contributing as a wellspring of bank pay got from financing conveyance. The
term support basically signifies "I accept™ or | put my trust. The word trust which implies
amanah implies that the financial establishment as shahibul mall places trust in somebody to
complete the license given. This money should be utilized appropriately, reasonably, and
should be joined by clear and commonly valuable ties and conditions for the two players,
both Islamic banks and visitors.

Keywords: Financing, Usury Free, Services.

A PENDAHULUAN

Perbankan dalam keberadaan suatu bangsa adalah salah satu spesialis perbaikan. Hal
ini karena kapasitas fundamental dari perbankan itu sendiri, lebih spesifik sebagai suatu
badan yang mengumpulkan aset dari orang-orang pada umumnya sebagai toko dan
menyampaikannya kembali kepada orang-orang pada umumnya sebagai kredit atau
pembiayaan. Kapasitas ini biasanya disinggung sebagai intermediasi moneter.
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Bank Syariah adalah yayasan perantara moneter yang pelaksanaan fungsionalnya
dibebaskan dari komponen-komponen yang dilarang oleh Islam, khususnya maysirr, garar
dan riba (Fatmasari, 2013). Oleh karena itu, hal ini unik dalam kaitannya dengan bank biasa
yang pelaksanaan fungsionalnya menggunakan pedoman premi yang menurut sebagian besar
peneliti setara dengan riba. Perbankan sebagai perantara bantuan keuangan yang tugas
pokoknya menghimpun aset dari masyarakat, dipercaya memiliki pilihan untuk mengatasi
masalah pembiayaan keuangan yang tidak diberikan oleh dua organisasi terakhir, baik
yayasan negara maupun swasta. Dalam latihan sirkulasi cadangan, bank syariah membuat
usaha dan pembiayaan (Muktar, 2016).

Pembiayaan akan diperoleh sebagai jenis pendapatan utama dan akan menjunjung
tinggi koherensi bisnis bank (Ardiansyah, 2014). Lagi pula, jika administrasinya tidak bagus,
itu akan menimbulkan beberapa masalah dan bisnis bank akan berhenti. Pembiayaan
berdasarkan administrasi dalam perbankan saraiah dapat disebut ijarah sehingga ijaroh
adalah akad yang sewajarnya menurut syariat Islam. ljarah berasal dari bahasa Arab yang
berarti pemberian, atau sewa/administrasi. Ungkapan "ljarah™ pada umumnya digunakan
dalam perbankan Islam. Dilihat dari pengertian dan pengaturannya dalam perbankan, ljarah
adalah pertukaran kebebasan penggunaan suatu barang dengan angsuran biaya sewa tanpa
diikuti dengan pertukaran tanggung jawab atas barang tersebut. Sederhananya, ljarah berarti
menyewakan sesuatu tanpa tujuan untuk memilikinya (Santoso, 2015).

Selain itu, orang-orang yang bertindak sebagai penduduk adalah klien dengan barang
yang akan disewa dan bank adalah pihak yang menyewakan. Bursa dengan akad ljarah diatur
dalam Fatwa MUI tentang Pembiayaan ljarah Nomor 09/DSN-MUI/V1/2000 (Faniyah, 2018).
Oleh karena itu, pembiayaan dengan akad ljarah diatur dalam syariat Islam. Oleh karena itu,
penting untuk memiliki pembiayaan syariah yang layak sehingga peruntukan atau potensi untuk
situasi ini pembiayaan kepada klien dapat berhasil dan cakap sesuai tujuan organisasi dan hukum
Islam itu sendiri, jadi kami sebagai pencipta mencoba menjelaskan bagaimana tanpa bergantung
pada pembiayaan riba. tentang administrasi syariah diperlukan.

B. METODE

Teknik yang digunakan dalam rekaman hard copy artikel ini adalah penelitian
subjektif, dengan pendekatan penelitian yang menarik. Pemeriksaan ilustratif adalah
eksplorasi yang direncanakan untuk menggambarkan objek eksplorasi. Alasan eksplorasi
ekspresif adalah untuk memperkenalkan penggambaran keadaan sosial. Ini bermaksud agar
penelitian memiliki misi untuk menjelajah dan menjelaskan tentang kejadian yang ada di
lingkungan sosial (Arikunto, 2006). Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder data
library reseach (studi kepustakaan). Data sekunder adalah keterangan yang diperoleh dari
pihak kedua, baik berupa orang maupun catatan. Data sekunder dihasilkan dari buku, jurnal,
website, artikel dan sumber lainnya yang berhubungan dalam menunjang pembahasan materi
dalam artikel ini.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pengertian Riba

Secara bahasa, riba mengandung pengertian tambahan (ziyadah) yang artinya
berkembang dan bertambah. Riba yang melebihi manfaat dari salah satu perkumpulan dalam
transaksi jual beli atau jual beli barang pembanding tanpa memberikan imbalan atas
kelebihannya, atau angsuran kewajiban yang lebih penting daripada berapa uang muka
sebagai kompensasi untuk itu. melewati rentang waktu (riba nasi‘ah) (Fajarwati, 2022).
Ungkapan Pigih: Dalam kata-kata figh: "Sebuah ekspansi unik yang diklaim oleh salah satu
dari dua pertemuan yang terkait dengan pertukaran tanpa penghargaan khusus".
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Sedangkan menurut Syaikh Muhammad Abduh bahwa yang dimaksud riba ialah
penambahan-penambahan yang di isyaratkan oleh orang yang memiiki harta kepada orang
yang meminjam hartanya (uangnya), karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam
dari waktuyang telah ditentukan (Hendi, 2007). Adapun riba menurut istilah figih adalah
penambahan pada slahsatu dari dua ganti yang sejenis tanpa ada ganti dari tambahan ini. \

Dalil pengharamannya adalah sabda Rasullaah “Jangan kalian menjual emas dengan
emas, perak dengan perak, tepung dengan tepung, dan gandum dengan gandum, kurma
dengan kurma, garam kecuali yang satu ukuran dan sama beratnya dan jika sejenisnya
berbeda, maka jualah sesuka hati kalian dengan syarat tunai, siapa yang menambah atau
meminta tambahan sungguh dia telah melakukan riba yang mengambil dan memberi
keduanya sam” (Sari, 2017).

2. Pengertian Pembiayaan

Istilah pembiayaan pada dasarnya mengandung pengertian | Believe, | Trust, | Believe
atau | Put Trust. Kata pembiayaan yang berarti amanah mengandung makna bahwa yayasan
keuangan sebagai shahibul mall menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk
menyelesaikan perintah yang diberikan. Aset-aset ini harus dimanfaatkan secara tepat, layak,
dan harus disertai dengan ikatan dan kondisi yang jelas, dan secara umum bermanfaat bagi
kedua belah pihak (1Al, 2012).

Pembiayaan dalam perbankan adalah pengaturan uang tunai atau kasus-kasus serupa
yang bergantung pada pemahaman atau pemahaman sebelumnya antara lembaga keuangan
dan pihak lain yang mengharuskan peminjam untuk mengganti kewajibannya kemudian
dalam jangka waktu tertentu (Ayub, 2013). Dalam arti terbatas, pembiayaan digunakan untuk
mencirikan subsidi yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, misalnya, bank syariah kepada
klien. Pembiayaan secara luas mengandung arti pembiayaan atau penggunaan, Khususnya
pemberian subsidi untuk membantu menyusun spekulasi, baik yang diselesaikan sendiri
maupun dilakukan oleh orang lain.

Pembiayaan dalam perbankan syariah adalah pengaturan aset atau kasus yang identik
sebagai (Lewis & Algoud, 2003):

a. Pertukaran bagi hasil sebagai Mudharabah dan Musyarakah

b. Tukar sewa dengan pilihan pindah kepemilikan karena ljarah Muntahiyah bit Tamlik

c. Transaksi dan pembelian pertukaran sebagai piutang Murabahah, Salam dan Istishna

d. Meminjamkan dan memperoleh pertukaran sebagai Qardh. Piutang

e. Pertukaran multi-administrasi menggunakan kontrak ljarah atau Kafalah

Mengingat suatu kesepahaman atau kesepakatan antara yayasan moneter dan pihak lain
yang mengharuskan pihak yang dibiayai dan selain itu diberikan kantor aset untuk
mengembalikan aset tersebut kemudian dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran,
tanpa pembayaran atau pembagian keuntungan. Oleh karena itu, pembiayaan adalah:

a. Persetujuan dari kepercayaan nilai moneter saat ini dalam keinginan untuk
mendapatkan kembali nilai finansial yang sama di kemudian hari.

b. Suatu kegiatan yang bergantung pada pemahaman di mana ada administrasidan
kompensasi (prestasi dan kontra-prestasi) yang keduanya diisolasi oleh komponen
waktu.

c. Pembiayaan adalah hak, yang dengannya seseorang dapat melibatkannya untuk tujuan
tertentu, dalam batas waktu tertentu untuk perenungan tertentu.

3. Elemen Pembiayaan
Pembiayaan pada dasarnya diberikan berdasarkan kepercayaan. Dengan cara ini,
pengaturan pembiayaan adalah pengaturan kepercayaan. Artinya, prestasi yang diberikan harus
benar-benar diterima agar dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu
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dan syarat yang telah disepakati bersama. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka
komponen pembiayaan adalah (Anshori, 2018):

a.

2019):

Ada dua akad, yaitu yang meminjamkan (shahibul mal) dan penerima dana
(mudharib). Hubungan antara penyedia dan penerima pembiayaan adalah hubungan
yang menyenangkan dan bermanfaat secara umum, yang juga diartikan sebagali
keberadaan saling membantu.

Adanya keimanan shahibul mal terhadap mudharib tergantung pada prestasi dan
kemampuan mudharib

Ada kesepakatan, sebagai kesepahaman antara shahibul mall dan arisan berbeda yang
menjamin pembayaran dari mudharib ke shahibul mall.

Janji membayar tersebut berupa janji lisan, tertulis (akad pembiayaan) atau berupa
instrumen.e.Keberadaan produk, administrasi atau uang tunai dari shahibul mall ke
mudharib

Ada komponen waktu (component of time). Tidak tepat waktu adalah komponen
fundamental dari pembiayaan. Pembiayaan terjadi karena tidak adanya waktu, baik
yang shahibul mal maupun yang mudharib.

Terdapat komponen hazard (tingkat bahaya) baik dari shahibul mall maupun
mudharib. bahaya dari shahibul mal adalah bahaya one prestasi (hazard of default)
baik karena kekecewaan usaha (uang muka usaha) atau ketidakberdayaan membayar
(customer credit) maupun karena gagal bayar. Bahaya dari mudharib adalah
pemerasan dari pihak pembiayaan, antara lain shahibul mall yang bertekad untuk
menambah organisasi yang diberi pembiayaan atau tanah sebagai jaminan.

Tujuan Pembiayaan
Ada dua kapasitas yang saling terkait dengan pembiayaan, lebih spesifiknya (llyas,

Produktivitas, khususnya motivasi di balik pembelian terjadi karena pembiayaan
sebagai manfaat yang diperoleh dari organisasi yang dilakukan dengan klien
Kesejahteraan, keamanan prestasi atau jabatan yang diberikan harus benar-benar
terjamin sehingga tujuan manfaat benar-benar dapat tercapai.

Ada tiga perkumpulan/penghibur dasar yang terlibat dengan setiap pengaturan

pembiayaan sehingga pengaturan pembiayaan juga akan mencakup kepuasan dari tiga
penghibur utama, khususnya:

a.

Lembaga Moneter (sebagai Mudharib atau Shahibul Mal)

1). Mengumpulkan dukungan publik yang mengalami kelebihan cadangan

2). Pembiayaan dispersi/pemberian adalah prinsip dan bisnis terbesar di sebagian
besar yayasan moneter

3). Bagi hasil dari pembiayaan adalah jenis pendapatan terbesar

4). Sebagai instrumen/barang dalam menawarkan jenis bantuan kepada klien

5). Sebagai salah satu media dalam menambah perbaikan

6). Sebagai bagian dari pendekatan penunjukan sumber daya

Klien (sebagai Shahibul Mal atau Mudharib)

1). Sebagai pemilik aset yang perlu menyimpan atau memasukkan sumber daya ke
dalam cadangan yang diklaim

2). Sebagai salah satu kemungkinan untuk menumbuhkan usaha

3). Dapat meningkatkan kinerja perusahaanSebagai salah satu alternatif pembiayaan
perusahaan

Negara (sebagai pengatur)

1). Sebagai metode untuk menghasilkan perbaikan
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2). Meningkatkan perkembangan aset dan berapa banyak uang tunai yang tersedia
untuk digunakan
3). Meningkatkan pembangunan moneter
4). Meningkatkan pendapatan negara dari retribusi
Selain bank negara dan bank nasional, dalam tugas perbankan syariah ada tugas dari
Dewan Syariah Nasional (DSN) yang mengawasi dan memberikan fatwa terkait dengan
konsistensi dengan sudut syariah.

5. Prinsip Pembiayaan

Pengaturan pembiayaan pinjaman tunai kepada mereka yang kurang beruntung dan
mengambil sebagian dari keuntungan sebagai pendapatan dan pengaturan dengan
menetapkan premi atas uang yang dipinjamkan. Pedoman penolakan pertukaran tersebut
mengubahnya menjadi pembiayaan dengan tidak meminjamkan sejumlah uang tunai kepada
klien, namun membiayai tugas klien (Ali, 2008). Untuk situasi ini, bank berfungsi sebagai
perantara kas tanpa meminjamkan uang tunai dan menempatkan pendapatan pada uang tunai.
Karena, pembiayaan usaha nasabah harus dimungkinkan dengan membeli produk-produk
yang dibutuhkan nasabah, kemudian bank menukarkannya kepada nasabah, atau bisa juga
memasukkan modal dalam usaha nasabah. Biasanya disibukkan dengan standar pembiayaan,
ada tiga rencana dalam mengarahkan perjanjian di bank syariah, khususnya: sebuah.

6. Prinsip Berbagi Manfaat

Pembiayaan yang diberikan di sini adalah sebagai uang atau produk yang dihargai
secara tunai. Dari segi jumlah, bisa memberikan 100% dari modal yang dibutuhkan, atau
cenderung hanya sebagai usaha bersama antara bank dan visioner bisnis (klien). Sejauh
pembagian manfaat, ada dua jenis pembagian manfaat (bergantung pada pemahaman), yaitu
pembagian manfaat atau pembagian manfaat. Sementara itu, sejauh tingkat pembagian
manfaat dikenal sebagai proporsi, yang dapat disepakati dengan seama. Prinsip bagi hasil
terdapat dalam produk-produk (Adnan, 2013):

a. Mudharabah, khususnya akad penyertaan usaha antara dua perkumpulan di mana
pihak utama (shahibul mal) memberikan seluruh (100%) dari modal umum,
sedangkan pihak lainnya menjadi direktur. Keuntungan usaha mudharabah dibagi
berdasarkan kesepakatan yang terjadi dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung
oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan karena kecerobohan direktur.
Dalam hal kemalangan terjadi karena kecerobohan atau kecerobohan ketua, pengurus
harus bertanggung jawab atas kemalangan itu.

b. Musyarakah, vyaitu pengertian partisipasi antara sekurang-kurangnya dua
perkumpulan untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak
menyumbangkan harta (atau tujuan mulia/ahli) dengan pengaturan bahwa keuntungan
dan bahaya akan diambil sesuai kesepakatan.

c. Muzara'ah, yaitu pengertian partisipasi atau kombinasi penanganan agraria antara
pemilik tanah dan penggarap dengan kerangka bagi hasil berdasarkan hasil kumpul.
Macam-macam muzara'ah adalah: (a) muzara'ah, yaitu penyertaan khusus atas tanah
para pelaksana yang benihnya berasal dari pemilik tanah; (b) murabarah, khususnya
kerjasama di bidang tanah yang benihnya berasal dari penggarap.

7. Prinsip Jual Beli
Standar ini adalah kerangka kerja yang menerapkan metodologi perdagangan, di mana
bank pada awalnya akan membeli produk yang diperlukan atau mendelegasikan klien sebagai
spesialis bank untuk membeli barang dagangan untuk bank, kemudian, pada saat itu, bank
menawarkan barang dagangan kepada klien di biaya dari label harga di samping pendapatan

KOMITMEN: Jurnal limiah Manajemen, Vol. 2 No. 2, 2021 106



ARTIKEL

keseluruhan). /tanda). Standar ini dilaksanakan sebagai hasil dari pertukaran tanggung jawab
untuk atau objek. Manfaat bank tidak benar-benar diselesaikan sebelumnya dan ternyata
penting untuk biaya produk yang dipertukarkan. Prinsip ini terdapat dalam produk (Abdillah,

2017):
d.

8.

Bai 'al-Murabahah is a contract for the sale and purchase of certain goods. In the
sale and purchase transaction, the seller clearly states the goods being traded,
including the purchase price and the profit taken.

Bai 'al-Mugayyadah, namely mugayyadah, buying and selling where the exchange
occurs between goods and goods (barter). This kind of buying and selling application
can be done as a way out for export transactions that cannot generate foreign
exchange (foreign exchange).

Bai'al-Mutlagah, namely the exchange of goods or services with money. Money acts
as a medium of exchange. This kind of buying and selling animates all financial
institution products that are based on the principle of buying and selling.

Bai' as-salam is a sale and purchase contract in which the buyer pays money (as
much as price) for the goods whose specifications have been stated, while the goods
will be delivered later, namely on the agreed date.

Bai' al-istisna’ is a contract of sale in which the price for the goods is paid in
advance, but can be paid in installments according to a mutually agreed schedule
and terms, while the purchased goods are produced and delivered

Prinsip Sewa-Menyewa
Selain transaksi jual beli yang sudah dijelaskan, ada juga sewa beli yang dilakukan di

perbankan syariah. Aturan ini terdiri dari dua macam perjanjian, lebih spesifiknya (Febriadi,

2017):
a.

9.

a.

Akad ljarah, yaitu akad pertukaran kebebasan pemakai hasil atas tenaga kerja dan
hasil produksi melalui angsuran upah sewa tanpa diikuti dengan pertukaran hak milik
(tanggung jawab) barang dagangan itu sendiri.

Akad ijarah vomitia bit tamlik adalah semacam perpaduan antara akad jual beli dan
akad ijarah muntahia bit tamlik selanjutnya sewa atau lebih tepatnya pengertian sewa
yang ditutup dengan tanggung jawab atas barang-barang yang dimiliki oleh penyewa.
Gagasan pertukaran kepemilikan juga ditunjukkan oleh ijarah adat.

Jenis-jenis Pembiayaan

Pada dasarnya, jenis pembiayaan harus terlihat dari beberapa sudut, termasuk:

Pembiayaan sesuai alasan. Pembiayaan dengan alasan di bank syariah dipisahkan

menjadi:

1). Pembiayaan modal kerja, khususnya pembiayaan yang diperoleh untuk
memperoleh modal dalam rangka kemajuan usaha.

2). Pembiayaan investasi, khususnya pembiayaan yang diharapkan dapat memberikan
kontribusi atau memperoleh barang dagangan pelanggan

Pembiayaan sesuai rentang waktu. Pembiayaan menurut kerangka waktu diisolasi

menjadi:

1). Pembiayaan jangka pendek, khususnya pembiayaan yang dilakukan dengan jangka
waktu multi bulan sampai dengan 1 tahun.

2). Pembiayaan jangka menengah, khususnya pembiayaan selama 1 tahun sampai
dengan 5 tahun.

3). Pembiayaan jangka panjang, khususnya pembiayaan yang dilakukan selama lebih
dari 5 tahun.
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10. Pembiayaan Berbasis Jasa Pada Pembiayan ljarah

ljarah is a contract for the transfer of usufructuary rights over goods or services,
through payment of rental wages, without being followed by a transfer of ownership of the
goods themselves. The method of operation is that Islamic banks buy immovable goods (such
as houses), and Islamic banks rent them out to them, at an agreed price. Usually by means
of monthly installments or periodically according to the agreement in the contract. Islamic
banks give the option when the contract expires, to have the goods leased by way of the bank
or by handing it over to the bank.

Seperti yang tertuang dalam Fatwa Syari'ah Umum No. 44/DSN-MUI/VI111/2004,
tentang pembiayaan multiadministrasi, bahwa salah satu jenis administrasi moneter yang
diperlukan oleh daerah adalah pembiayaan multiadministrasi, lebih tepatnya. pembiayaan
yang diberikan oleh LKS kepada nasabah dalam mendapatkan manfaat dari suatu bantuan.

Bank memasukkan administrasi untuk membawa hutang yang belum dibayar ke
dalam item ljarah Multijasa. Hal ini mengandung pengertian ljarah (kontrak
sewa/administrasi) yang berlaku dengan alasan apapun, sepanjang klasifikasi bantuannya.
Karena pensiunan itu, administrasi yang dibeli adalah administrasi kesehatan di klinik
darurat. Soalnya, pengertian ijarah yang dibuat kemudian angsuran oleh bank lebih mirip
dengan bailout daripada rent financing.

Petunjuk pelaksanaan item ljarah Multijasa secara pasti. Padahal, item ljarah
Multijasa muncul karena adanya ajakan dari bank untuk membina item pembiayaan untuk
tiga macam tujuan: pembiayaan untuk layanan pernikahan, pembiayaan untuk kunjungan
cinta (umrah) dan pembiayaan untuk penyelidikan mutakhir. Dalam pergantian peristiwa, itu
berubahmenjadi item yang menggabungkan berbagai item pembiayaan yang melayani semua
administrasi. Bahkan di kabupaten-kabupaten, barang ini juga digunakan untuk membiayai
administrasi TKI yang akan keluar negeri. Item yang diturunkan dari Fatwa DSN-MUI No.
44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa saat ini berkembang biak menjadi
item pembiayaan multiguna untuk berbagai administrasi.

Di dunia yang sempurna, item multijasa-administrasi dijalankan, misalnya, ljarah
financing, where the bank buys/leases sumber daya serta disewakan kepada klien, kemudian,
pada saat itu, klien menyewakannya dalam porsi. ltulah kapasitas asli dari sebuah organisasi
delegasi seperti bank. Bagaimanapun, sekali lagi, munculnya tugas menyiksa pelatihan ini
sehingga bank enggan membayar langsung kepada pemasok sumber daya/benda untuk
disewakan. Kemudian, pada saat itu, ljarah Multijasa ini selesai seperti Murabahah, di mana
bank meminta klien untuk menyewakan sumber daya yang dia butuhkan untuk kepentingan
bank, kemudian, pada saat itu, bank menyewakannya kepada klien dengan harga lebih. biaya
selangit.

Selama ini direksi dan DPS masih bersikap lunak, tidak adanya bukti cicilan klien ke
pihak luar/pemasok sumber daya. Dengan asumsi tidak ada bukti angsuran atau pembayaran
ijjarah financing, untuk apa. Atau sebaliknya tiba-tiba ada bukti angsuran sebelum ada
pengertian pembiayaan ijarah, kemudian pada saat itu dibebankan kepada bank, angsuran itu
atas perintah siapa. Dengan asumsi pelatihan ini akan selesai juga, maka, pada saat itu,
perjanjian yang paling dekat dengan pelatihan ini mungkin adalah kontrak hiwalah atau
pertukaran kewajiban.

Persoalannya, pemahaman hiwalah dikenang untuk klasifikasi pengaturan atau uqud
tabarru’ dimana pihak pelaksana, yang dalam kitab figh tidak membicarakan kemaslahatan.
Oleh karena itu, selama ini para ulama di Indonesia sebagian besar diam tentang hiwalah bil
ujrah dengan alasan tidak ada presiden figh. Bahkan ada yang mengatakan dengan tegas
bahwa ujrah atas kewajiban pindah sama dengan riba. Petunjuk langkah demi langkah untuk
benar-benar melaksanakan item ljarah Multijasa.
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Padahal, item ljarah Multijasa itu muncul karena adanya ajakan dari bank untuk
membina item pembiayaan untuk tiga macam tujuan: pembiayaan untuk layanan pernikahan,
pembiayaan untuk kunjungan cinta (umrah) dan pembiayaan untuk ujian mutakhir. Pada
gilirannya, telah berubah menjadi item yang mencakup berbagai item pembiayaan yang
melayani semua administrasi. Bahkan di daerah pun, barang ini juga digunakan untuk
membiayai administrasi TKI yang akan keluar negeri. Peraturan yang diturunkan dari
Fatwa DSN-MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa saat ini
berkembang biak menjadi item pembiayaan multiguna untuk jenis administrasi. Di dunia
yang sempurna, item multi-administrasi dijalankan, misalnya, pembiayaan ljarah, di mana
bank membeli/menyewa sumber daya dan menyewakannya kepada klien, kemudian, pada
saat itu, klien menyewakannya dalam porsi. Itulah kapasitas asli dari lembaga perantara
seperti bank. Bagaimanapun, lagi-lagi bayangan biaya menyiksa pelatihan ini sehingga bank
enggan membayar langsung kepada pemasok sewa sumber daya/objek. Multi-administrasi
ini dilakukan seperti Murabahah, dimana bank meminta klien untuk menyewakan sumber
daya yang dia butuhkan untuk bank, kemudian, pada saat itu, bank menyewakannya kepada
klien dengan biaya yang lebih tinggi. Selama ini pengurus dan DPS masih bersikap lunak,
asalkan ada bukti cicilan klien ke pihak luar/pemasok sumber daya. Dengan asumsi tidak
ada verifikasi angsuran atau pembayaran pembiayaan ijarah, untuk apa. Atau sebaliknya
entah dari mana ada bukti angsuran sebelum ada perjanjian pembiayaan ijarah, kemudian
pada saat itu dibebankan kepada bank, angsuran itu atas perintah siapa. Dengan asumsi
pelatihan ini juga akan dilakukan, maka pada saat itu, perjanjian yang paling dekat dengan
pelatihan ini adalah akad hiwalah atau pertukaran kewajiban.

Persoalannya, pemahaman hiwalah dikenang untuk golongan uqud tabarru’ dimana
pihak pelaksananya, yang dalam kitab figh tidak membicarakan kemaslahatan. Karena itu,
selama ini para ulama di Indonesia umumnya diam tentang hiwalah bil ujrah dengan alasan
tidak ada presiden figh. Bahkan ada yang mengatakan dengan tegas bahwa ujrah atas
kewajiban pindah sama dengan riba.

Pasti ada banyak produk bank syariah, berbeda dan sederhana untuk dilakukan, karena
mereka sesuai dan sesuai dengan pertukaran wilayah asli. Namun, ia memiliki karakter, metode
dan strategi yang harus diikuti dengan disiplin. Anggap saja tidak, itu hanya item dalam
mengelola akun dengan nama Arab secara teratur. Itu tidak akan terisi dari cara berpikir

11. Analisa Pada Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 44/DSNMUI/V111/2004

Tentang Akad ljarah

ljarah sebagai perjanjian sewa dapat dilakukan oleh bank syariah sebagai akibat dari
pembagian aset kepada orang-orang pada umumnya. Meskipun demikian, pelatihan di
lapangan belum banyak dilakukan oleh bank syariah yang ada. Item alokasi toko dari bank
syariah umumnya melalui item pembiayaan yang bergantung pada kontrak murabahah.

Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas keuangan telah mengendalikan kebutuhan
yang harus dipenuhi oleh bank syariah yang ingin menyalurkan asetnya kepada masyarakat
luas melalui komponen ijarah ini. Pedoman sebagaimana dimaksud dibantu melalui Pedoman
Bank Indonesia (PBI), khususnya PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Standar
Syariah Dalam Peningkatan Dukungan dan Sosialisasi Harta Sebagai Penatausahaan Bank
Syariah. Pengaturan khusus sebagai pedoman pelaksanaan dari PBI tersebut adalah SEBI No.
10/14/DpbS tanggal Walk 17, 2008. Sedangkan dalam perampasan aset melalui pembiayaan
tergantung pada Kesepakatan ljarah, prasyarat berikut berlaku bagaimanapun:

Bank bertindak sebagai pemilik atau calon pihak yang memiliki hak untuk menguasai
objek sewa sebagai tenaga kerja dan produk, yang menyewakan objek sewa kepada klien
sesuai kesepakatan yaitu:
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a. Barang dagangan di bursa ljarah adalah produk bergerak atau tidak berubah yang
dapat dimanfaatkan untuk keuntungan sewa.

b. Bank wajib mengungkapkan kepada nasabah tentang kualitas pos pembiayaan
berdasarkan ljarah, serta kebebasan dan komitmen nasabah sebagaimana diatur dalam
pedoman Bank Indonesia mengenai keterusterangan data pos Bank dan pemanfaatan
informasi nasabah itu sendiri.

c. Bank diperlukan untuk memimpin penyelidikan pembiayaan mengantisipasi premis
ljarah kepada nasabah, yang mencakup antara lain sudut pandang individu sebagai
pemeriksaan karakter atau potensi sudut usaha, termasuk penyelidikan usaha (Batas),
keuangan (Permodalan), serta kemungkinan bisnis (Kondisi).

d. Benda yang disewa harus memiliki pilihan untuk dihargai dan dibedakan secara
eksplisit dan jelas diungkapkan termasuk berapa harga sewa dan jangka waktunya.

e. Bank sebagai pihak yang memberikan barang sewa, wajib menjamin kepuasan
kualitas dan jumlah barang sewa serta pengaturan waktu penataan barang sewa sesuai
kesepahaman.

f. Bank diperlukan untuk memberikan aset untuk memahami pengaturan barang sewa

yang diminta oleh klien.

Bank dan nasabah perlu menempatkan kesepahaman sebagai kesepakatan yang

tersusun sebagai penyelesaian pembiayaan berdasarkan ljarah.

Angsuran sewa dapat dilakukan baik dalam porsi maupun sekaligus.

Angsuran sewa tidak dapat dijadikan sebagai piutang atau sebagai bantuan kewajiban.

Bank dapat meminta klien untuk menjaga kepercayaan dari barang yang disewa, dan

menanggung biaya pemeliharaan dengan barang yang disewa sesuai dengan

pengaturan dimana penggambaran bahan dan biaya pemeliharaan yang mendasari
harus dinyatakan dalam perjanjian.

Pembiayaan multijasa IB dengan pemahaman ijarah ini tidak bisa hanya diterapkan

pada kebutuhan klien yang berbeda. Hal ini karena, seandainya item multijasa tergantung

pada pengaturan ijarah.

Jadi dia dibatasi oleh pengaturan ijarah, dalam kolom, syarat, dan pengaturan yang
berbeda. Sebagaimana diatur dalam DSN MUI fatwa on multi-administrative financing above.
In the DSN MUI fatwa No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan ljarah disebutkan
bahwa objek akad ijarah adalah keuntungan barang dagangan dan sewa atau keuntungan
administrasi dan upah. Selain itu, fatwa tersebut menjelaskan bahwa di antara pengaturannya
adalah bahwa objek ijarah adalah keuntungan dari penggunaan barang dagangan serta
administrasi dan keuntungan dari tenaga kerja dan produk ini harus dievaluasi dan dapat
dilakukan dalam suatu perjanjian.

Mengingat pengaturan yang telah diperjelas, pembiayaan multi-administrasi jika
menggunakan akad ijarah dalam perasaan sewa adalah kacau untuk dilakukan. Hal ini
dikarenakan LKS tidak memiliki sumber daya/produk yang dapat disewakan kepada nasabah,
sehingga LKS tidak dapat langsung menyewakan barang kepada nasabah, namun LKS harus
terlebih dahulu memiliki barang dagangan dengan kontrak sewa atau deal. Selain itu, klien
umumnya perlu melihat barang dagangan mereka sendiri sebagai barang sewaan. Jadi
pembiayaan pilihan ini adalah dengan memanfaatkan ijarah yang setara. ljarah yang setara
menyiratkan menyelesaikan dua pertukaran ijarah (sewa) antara bank dan pihak luar, seperti
antara bank dan klien pada saat yang bersamaan.

s @

D. KESIMPULAN

Pembiayaan dari perspektif ekspansif dapat disebut moneter atau konsumsi, khususnya
subsidi yang diberikan untuk membantu usaha yang diatur, terlepas dari apakah diselesaikan
sendiri atau dilakukan oleh orang lain. Kata pembiayaan yang berarti amanah mengandung
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makna bahwa landasan moneter sebagai shahibul mal menempatkan kepercayaan pada
seseorang untuk melaksanakan perintah yang diberikan. Barang-barang yang bergantung
pada administrasi ijarah termasuk yang umum digunakan. Namun, ia memiliki karakter,
metodologi dan strategi yang harus diikuti dengan disiplin.

Tidak terisinya cara berpikir Keuangan Islam yang menguntungkan bersama, aman
dan tidak akan sering dapat membuat gelembung uang seperti yang terjadi di ranah uang
tradisional. Jika dengan sedikit keberuntungan nama perjanjian digunakan sementara
substansi mengikuti praktik keuangan adat, itu akan kehilangan jiwa atau elanvital yang dapat
mengikuti kerangka kekuatan keuangan di ruang hidupnya. Meskipun demikian, dengan
asumsi Anda mengikuti penilaian Imam Abu Hanifah yang lebih bebas, tentu saja semua
administrasi diperbolehkan asalkan legal dan tayyib.
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